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RINGKASAN 

 

‘Implementasi kebijakan satuan Polisi Pamong Praja Desa Pada Kabupaten 

Empat Lawang’: Fathia Rizki Amrina, 2163201044; 2021, 167 halaman; Program 

Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Bengkulu.  

 Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja 

Desa di Kabupaten Empat Lawang sebagai strategi untuk menanggulangi tingginya 

angka kriminalitas di wilayah tersebut. Sebelum kebijakan ini diterapkan, wilayah-

wilayah pedesaan di Empat Lawang, yang didominasi oleh bentang alam berbukit 

dan jarak antardesa yang cukup berjauhan, sering menjadi lokasi rawan kejahatan 

seperti pembegalan dan pencurian. Kondisi geografis yang sulit diakses serta 

kurangnya personel keamanan di tingkat desa mendorong Pemerintah Kabupaten 

Empat Lawang untuk membentuk Satpol PP Desa yang dilandasi pada Perda 

Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa.  

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas, memperkuat 

rasa aman masyarakat, dan menciptakan ketertiban umum di tingkat lokal. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 

satuan polisi pamong praja desa pada kabupaten empat lawang, apakah kebijakan 

tersebut efektif diterapkan pada daerah Kabupaten Empat Lawang dan berapa 

persentase pengurangan tingkat kriminalitas pada Kabupaten Empat Lawang 

setelah penerapan kebijakan Polisi Pamong Praja Desa. 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan 

penelitian terdiri dari aparat pemerintah desa, pejabat Satpol PP Kabupaten, petugas 

Pol PP Desa serta masyarakat, termasuk korban dan mantan pelaku tindak 

kejahatan. Peneliti ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari G. Shabbir 

Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang mencakup empat indikator utama, yaitu: 

kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi, serta 

karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Penelitian dilakukan di Kabupaten 

Empat lawang. 

Dalam evaluasi kebijakan, data statistik menunjukkan adanya tren 

penurunan kriminalitas yang konsisten sejak 2019 hingga 2024. Tahun 2017 

sebelum kebijakan diterapkan, kasus pencurian dengan kekerasan (curas) mencapai 

46 kasus, sedangkan pada tahun 2024 hanya tercatat 9 kasus. Penurunan ini menjadi 

indikator kuat bahwa kebijakan tersebut efektif. Meski demikian, tantangan tetap 

ada, terutama dalam hal pembinaan berkelanjutan dan peningkatan fasilitas fisik 

pos jaga yang belum merata di semua desa.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa kebijakan Satpol PP Desa di 

Kabupaten Empat Lawang telah berhasil diimplementasikan dengan baik. 

Keberhasilan ini tidak lepas dari kombinasi antara koordinasi yang kuat 

antarinstansi, dukungan masyarakat, nilai-nilai budaya lokal yang menguatkan 

kontrol sosial, serta dukungan kebijakan politik dari pemerintah daerah. Penelitian 

ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori implementasi kebijakan di 

tingkat lokal serta menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah lain yang 
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ingin menerapkan model serupa dalam rangka memperkuat sistem keamanan desa. 

Peneliti merekomendasikan agar ke depan dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja 

Satpol PP Desa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemeliharaan 

infrastruktur penunjang keamanan. 
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ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Desa Pada Kabupaten 

Empat Lawang 

Oleh:  

Fathia Rizki Amrina 

2163201044 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembentukan 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa yang diterapkan di Kabupaten Empat 

Lawang sebagai upaya menanggulangi tingginya angka kriminalitas, khususnya di 

wilayah pedesaan. Latar belakang dari kebijakan ini adalah tingginya intensitas 

tindak kriminal seperti pembegalan, pencurian, dan tindakan melanggar hukum 

lainnya yang mengganggu ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini 

difokuskan pada peningkatan pengawasan dan keamanan di tingkat desa melalui 

pembentukan unit Satpol PP yang berbasis lokal. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta teknik pengumpulan data 

melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan secara interaktif dengan triangulasi sebagai teknik validitas data. 

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari G. Shabbir Cheema 

dan Dennis A. Rondinelli, yang menekankan empat indikator utama, yaitu kondisi 

lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik 

dan kemampuan agen pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan 

ini telah berhasil menurunkan angka kriminalitas secara signifikan, mencapai 

penurunan sebesar 54% dalam satu tahun setelah penerapan. Namun demikian, 

masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan 

non-manusia serta kurangnya pelatihan rutin. Secara umum, implementasi 

kebijakan ini dianggap cukup efektif dalam meningkatkan rasa aman dan ketertiban 

masyarakat desa di Kabupaten Empat Lawang, meskipun membutuhkan penguatan 

pada aspek manajemen dan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan 

kebijakan tersebut di masa depan. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keamanan Desa, Satpol PP Desa, 

Kriminalitas, Empat Lawang 
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BAB I` 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Menurut Koesoemahatmadja 1979 dalam (Simandjuntak, 2015) “Secara 

etimologis, istilah "desentralisasi" berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata de 

yang“ mengandung arti 'melepaskan' atau 'memisahkan', dan centrum yang berarti 

'pusat'. Dengan demikian, secara konseptual desentralisasi merujuk pada proses 

pemindahan, pelimpahan, atau pergeseran wewenang dan tanggung jawab dari 

otoritas pusat menuju unit-unit atau entitas yang berada di tingkat yang lebih 

rendah. Dalam konteks pemerintahan maupun organisasi, desentralisasi dimaknai 

sebagai strategi distribusi kekuasaan yang bertujuan untuk memberikan 

kemandirian, otonomi, serta fleksibilitas pengambilan keputusan di tingkat lokal 

atau daerah, sehingga memperkuat efektivitas pelayanan dan partisipasi publik. 

Definisi ini menggambarkan gagasan tetang pemindahan wewenang, akuntabilitas, 

dan sumber daya dsri otoritas pusat (seringkali pemerintah federal) ke tingkat atau 

badan yang lebih rendah, seperti pemerintah atau organisasi lokal. Dengan 

demikian, desentralisasi dapat diartikan sebagai proses melepaskan atau 

memindahkan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah atau unit yang lebih 

kecil. 

Menurut Simanjuntak (2015) dalam (Suriadi et al., 2024) desentralisasi 

bertujuan untuk mendekatkan keputusan pemerintahan kepada masyarakat, 

memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal, serta 
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meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan. Selain itu, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia (Mega Christia & 

Ispriyarso, 2019). 

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia berdasakan psda Undang-Undang 

Dasar 1945, yang menekankan pentingnya pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi 

kekuasaan yang berlebihan di tingkat pusat dan mendorong kemandirian daerah 

dalam mengelola sumber daya serta potensi lokal. konsep ini diwujudkan melalui 

otonomi daerah, (Novianto et al., 2015). 

Otonomi daerah merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat setempat. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa tujuan dari 

otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 

publik, dan daya saing antar daerah. Pemerintahan berperan penting sebagai 

pelaksana otonomi daerah dalam menyusun kebijakan pada setiap daerah (Rahmad 

Hidayat, 2021). 

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus di implementasikan agar 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Cheema dan Rondinelii dalam (Kalangi et 

al., 2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan memiliki 4 indikator, yaitu 
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“situaasi Lingkungan, Hubungan antara organisasi,Sumberdaya organisasi untuk 

implementasi program dan Karakteristik dan kemampuan agen pelaksanan.“ 

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menegakkan keamanan 

dari kondisi lingkunngan masyarakat. Keamanan wilayah menjadi elemen vital 

dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Pada Pasal 

255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, 

pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga ketertiban umum dan keamanan 

masyarakat melalui perangkat daerah, salah satunya ialah Satuan Polisi Panong 

Praja (SATPOL PP). 

Mereka merupakan jajaran daerah yang memiliki peran strategis dalam 

melaksnanakan peraturan daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat. Keberadaan SATPOL PP diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ormas Tersebut.  

Satpol PP berfungsi sebagai garda depan dalam menjaga ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang sering 

menghadapi masalah sosial, seperti pelanggaran peraturan zonasi, penertiban 

pedagang kaki lima, pengelolaan sampah, hingga pengendalian demonstrasi. 

Tantangan yang dihadapi Satpol PP sangat kompleks, karena selain bertugas 

menegakkan hukum, mereka juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, 

dan ekonomi masyarakat (Sarjono et al., 2023). 

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala 

daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, dengan tugas utama 
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memastikan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Latar 

belakang pembentukan Satpol PP tidak terlepas dari kebutuhan akan penegakan 

hukum di tingkat lokal yang lebih efektif dan mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. 

Peran Satpol PP menjadi sangatlah, karena setiap daerah memiliki peraturan 

yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini membuat Satpol PP harus 

memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik wilayah dan masyarakat 

yang dilayani. Misalnya, di daerah perkotaan, fokus Satpol PP mungkin lebih pada 

penertiban area publik dan pengelolaan transportasi, sedangkan di daerah pedesaan 

tugas mereka bisa lebih banyak terkait dengan pelestarian lingkungan, pengawasan 

penggunaan lahan serta keamanan pada daerah tersebut (Nur Amalia, 2024). 

Pemerintah daerah memiliki cara tersendiri untuk menjamin keamanan 

terhadap masyarakat pada daerahnya masing-masing. salah satunya ialah 

pemerintah kabupaten empat lawang. kabupaten empat lawang merupakan salah 

satu daerah yang sering sekali terjadi tindakan kriminalitas, salah satunya ialah 

pembegalan. Pada masa pemerintahan Bupati Joncik Muhammad, pemerintah  

kabupaten empat lawang membuat kebijakan baru yaitu Membentuk POL PP 

DESA yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Empat lawang Nomor 65 Tahun 

2018 tentang POL PP DESA. 

POL PP Desa trsebut dibentuk dengan  tujuan untuk menciptakan keamanan 

pada setia desa yang ada di kabupaten empat lawang. Dalam waktu 1 tahun 

penerapan kebijakan tersebut, tingkat kriminalitas pada kabupaten empat lawang 
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menurun hingga anggka 54%. Tentu kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

kabupaten empat lawang ini sangat tepat (Empatlawangnews.iD, 2023). 

Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas 

pelayanan publik di tingkat desa, tetapi juga berpengaruh pada efektivitas dan 

efisiensi tugas pokok Ormas Desa itu sendiri. Sebagai sebuah lembaga yang 

bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat desa, Ormas Desa haruslah 

didukung oleh kebijakan yang jelas dan terukur dari pemerintah kabupaten 

(Empatlawangnews.iD, 2023). 

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pengawasan dan 

penegakan hukum hingga ke tingkat desa, menjangkau masyarakat lebih dekat, dan 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah terkait ketertiban dan 

keamanan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan 

keamanan dan ketertiban yang sering terjadi di tingkat desa, yang sebelumnya 

mungkin kurang mendapatkan perhatian (Kominfo Empat Lawang, 2021). 

Dalam konteks Satuan Polisi Panong Praja Desa, kebijakan pemerintah 

Kabupaten Empat Lawang harus mampu memberikan arah dan panduan yang jelas 

bagi pengelolaan dan pengawasan kegiatan Ormas Desa di tingkat desa. Selain itu, 

polisi Pamong Praja Di tingkat desa, memainkan peran penting dalam menjaga 

keamanan dan ketenangan. Aparatur Ormas di tingkat desa memegang tanggung 

jawab strategis dalam menegakkan ketertiban sosial, menjamin rasa aman, serta 

menciptakan suasana yang kondusif dan tenteram bagi kehidupan masyarakat desa. 

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam 
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membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Desa haruslah memperhatikan aspek-aspek 

tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

implementasi kebijakan satpol PP desa pada Kabupaten Empat Lawang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas,tujuan dari penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan satuan polisi pamong 

praja desa pada Kabupaten Empat Lawang. 

b. Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif diterapkan pada daerah 

Kabupaten Empat Lawang.  

c. Untuk mengetahui persentase pengurangan tingkat kriminalitas pada 

kabupaten empat lawang setelah penerapan kebijakan pembentukan pol pp 

desa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori 

kebijakan publik terkait efektivitas pembentukan Satpol PP Desa dalam menekan 

tingkat kriminalitas di wilayah Kabupaten Empat Lawang. Dengan demikian, 

penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

hubungan antara kebijakan pemerintah dan penurunan tingkat kriminalitas di 

tingkat desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain 



7 
 

 
 

dalam mengembangkan teori-teori terkait kebijakan keamanan dan penegakan 

hukum di tingkat lokal. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Studi ini diharapkan mampu menghasilkan masukan strategis yang dapat 

dijadikan dasar pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu yang diteliti. 

Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat 

dalam menangani masalah kriminalitas di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat 

desa dalam memahami peran dan manfaat dari keberadaan Satuan Polisi Pamong 

Praja Desa dalam memberikan perlindungan kepada mereka dari tindak kriminal. 

 

 


